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Abstract: The application of divorce granted by the Religious Court in its verdict will 
result in legal consequences, ie the ex-wife is entitled to get mut’ah and post-divorce living 
(except for the ex-wife before conducting sexual intercourse). But, the fact is not always 
like that. Without legal awareness from the ex-husband, legal certainty for the ex-wife 
will not be realized and hindered in the effort to get her rights, in the form of mut'ah 
and post-divorce living. The effectiveness of the execution of the verdict is also influenced 
by the active role of the judge ordering the ex-husband to provide his ex-wife before the 
vow of the divorce is read. Although there are not laws governing it, but the Judges of 
the Religious Court of Sukoharjo conducted legal discovery in accordance with the 
principles of civil procedure law. The solution to the payment of subsistence payment 
before being read by the pledge of divorce is a manifestation of legal certainty as stipulated 
in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 on judicial power. The 
judge should maximize the role to advise the ex-husband so that his willingness to carry 
out the contents of the verdict and postpone the reading of the pledge of divorce before the 
ex-husband fulfills the decision (paying post-divorce living). 
Keywords: Judge’s view, execution of decision, and post-divorce living 
Abstrak: Permohonan cerai talak yang dikabulkan Pengadilan Agama 
dalam amar putusannya akan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni 
mantan isteri berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah pasca cerai (kecuali, 
bagi mantan isteri yang qabla al dukhul). Namun kenyataannya, tidak selalu 
akibat hukum tersebut (isi putusan berupa kewajiban pemberian nafkah 
pasca cerai) dilaksanakan oleh mantan suami. Tanpa adanya kesadaran 
hukum dari mantan suami, kepastian hukum bagi mantan isteri tidak akan 
terwujud dan terhalang dalam usaha mendapatkan hak-haknya, berupa 
mut’ah dan nafkah pasca cerai. Efektivitas pelaksanaan putusan juga 
dipengaruhi oleh peran aktif hakim yang memerintahkan mantan suami 
untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. 
Meski tidak ada undang-undang yang mengatur, tetapi Hakim Pengadilan 
Agama Sukoharjo melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan asas-
asas hukum acara perdata. Solusi pembebanan pembayaran nafkah 
sebelum dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian 
hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
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Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim 
seharusnya memaksimalkan peran untuk menasehati mantan suami agar 
dengan kerelaan hatinya melaksanakan isi putusan dan menunda 
pembacaan ikrar talak sebelum mantan suami memenuhi isi putusan 
(membayarkan mut’ah nafkah pasca cerai).  
Kata Kunci: Pandangan hakim, pelaksanaan putusan, dan nafkah pasca cerai  
 
Pendahuluan         
Kepatuhan dan kesadaran hukum dapat dilihat dari lingkup 
masyarakat yang lebih kecil yakni keluarga. Keluarga merupakan 
bentuk kecil dari masyarakat yang terwujud dari hasil perkawinan 
yang sah. Suami isteri wajib menegakkan rumah tangga yang luhur 
untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 
rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat seperti yang 
tertera dalam pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.1 Suami 
berperan sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah 
tangga, hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan2. Dalam suatu keluarga suami 
wajib melindungi isteri dan anak-anaknya serta memberikan segala 
hal yang berkaitan dengan keperluan hidup berumah tangga sesuai 
dengan kemampuan suami, yakni berupa nafkah lahir batin. Isteri 
wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan 
patuh secara lahir batin pada suaminya. Jika suami isteri sudah tidak 
dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak ada titik 
temu untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan alasan yang 
cukup bisa diterima pengadilan seperti yang tertulis dalam pasal 39 
ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan3 
dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka solusi terakhir adalah 
dengan jalan perceraian.4 
Perceraian dapat berasal dari talak suami (cerai talak) maupun 
gugatan dari isteri (cerai gugat) sesuai dengan yang tertulis dalam 
pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.5 Setiap pasangan suami isteri 
yang menganut agama Islam yang ingin bercerai proses 
                                                                
1 Kompilasi Hukum Islam. 
2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
3 Ibid. 
4 Kompilasi Hukum Islam. 
5 Ibid. 
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penyelesaiannya dilakukan di Peradilan Agama, karena merupakan 
kompetensi absolut dari Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 
49 Undang-Undang No. 3 Tahun 20066 perubahan Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana serta 
tertuang dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan7 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam8. 
Dalam kasus cerai talak menurut pasal 129 Kompilasi Hukum 
Islam, suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya 
hendaknya mengajukan permohonan perceraian baik lisan maupun 
tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman 
termohon (isteri) disertai alasan yang kuat serta meminta diadakan 
sidang untuk keperluan itu sesuai dengan tata cara perceraian yang 
tertuang dalam pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.9 Lalu hakim 
memeriksa perkara dengan segala pertimbangan dengan melihat 
replik dan duplik serta bukti-bukti yang ada (jika dibutuhkan), hal ini 
sesuai dengan pasal 60A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 
tentang perubahan kedua UU Peradilan Agama yang berbunyi, “(1) 
Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung 
jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan 
dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat 
pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar 
hukum yang tepat dan benar”.10 
Setelah perkara selesai diperiksa maka hakim akan 
menjatuhkan putusan. Putusan bisa berbentuk putusan dikabulkan, 
putusan ditolak, dan putusan tidak dapat diterima. Ketika 
permohonan perceraian pemohon dikabulkan, maka akan diadakan 
sidang pembacaan ikrar talak. Suami membacakan ikrar talak di 
depan sidang ikrar talak yang sesuai dengan pasal 60 Undang-
Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, 
“Penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
                                                                
6 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Peradilan Agama. 
7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
8 Kompilasi Hukum Islam. 
9 Ibid. 
10 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Peradilan 
Agama.  
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hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.11 
Kemudian dengan dibacakannya ikrar talak akan timbul akibat-
akibat hukum yang harus dilaksanakan bagi mantan suami yakni 
mantan suami wajib memberikan mut’ah (pemberian berupa uang 
atau benda sebagai hadiah, kecuali mantan isteri qabla ad 
dukhul/belum disetubuhi) dan nafkah pasca cerai yang terdiri dari 
nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu), nafkah madiyah (nafkah 
terhutang/yang tidak diberikan selama berlangsungnya perkawinan) 
serta nafkah anak (berupa biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang 
belum mencapai umur 21 tahun) sesuai dengan pasal 149 Kompilasi 
Hukum Islam.12  
Dalam Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 149 
Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah pasca cerai wajib ditunaikan 
mantan suami terhadap mantan isteri karena didasari oleh rasa 
perlindungan Islam dalam melihat dampak perceraian terhadap 
wanita.13 Wanita yang telah menjadi janda sudah tidak ada 
perlindungan lagi dari mantan suaminya. Bagi wanita karir hal ini 
bukanlah masalah besar karena ia dapat menghidupi dirinya sendiri 
semenjak dalam masa perkawinan sekalipun. Namun bagi wanita 
biasa yang tidak bekerja, perceraian memiliki dampak yang cukup 
signifikan dengan adanya keharusan mencari nafkah sendiri untuk 
memenuhi kebutuhannya. Juga anak hasil perkawinan yang masih 
harus dipenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, papan, 
pendidikan, dan biaya-biaya tidak terduga lainnya. Dengan 
diwajibkannya pemberian nafkah pasca cerai oleh mantan suami 
pada mantan isteri, hal tersebut merupakan langkah preventif dari 
Islam untuk mencegah terjadinya penelantaran dan tidak terpenuhi 
kebutuhan mantan isteri dan anak-anak hasil perkawinan. Dengan 
adanya nafkah pasca cerai mantan isteri dapat mempersiapkan masa-
masa sendirinya dalam menghadapi kehidupan barunya (selama 
masa iddah mantan suami wajib memberi nafkah). 
Namun kenyataannya tidak selalu akibat hukum tersebut (isi 
putusan berupa kewajiban pemberian nafkah pasca cerai) 
dilaksanakan oleh mantan suami. Tanpa adanya kesadaran hukum 
                                                                
11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
12 Kompilasi Hukum Islam 
13 Ibid. 
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dari mantan suami, kepastian hukum bagi mantan isteri tidak akan 
terwujud dan terhalang dalam usaha mendapatkan hak-haknya 
berupa mut’ah dan nafkah pasca cerai. Ingkarnya mantan suami 
dalam pelaksanaan putusan merupakan contoh pelanggaran hukum 
akibat tidak efektifnya suatu penegakan hukum.  
Adanya hukum yang timbul dari jatuhnya putusan  berguna 
bagi kepentingan mantan isteri untuk melindungi hak-haknya dari 
pelanggaran hukum (ingkarnya mantan suami). Hipotesa awal 
mengungkapkan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan putusan karena 
tidak adanya ancaman paksaan dari Pengadilan serta tidak adanya 
pengajuan gugatan eksekusi dari mantan isteri ke Pengadilan 
Agama.14 
Hukum baru memperoleh karakter hukum (berkekuatan 
hukum tetap) setelah melalui pengujian hukum yang dilaksanakan 
oleh pengadilan  dalam bentuk putusan, hal ini sesuai dengan pasal 
60 Undang-Undang No.7 Tahun 1989.15 Putusan hakim Peradilan 
Agama pada perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum 
dalam pelaksanaannya masih membutuhkan penyelesaian secara 
sukarela oleh para pihak yang berperkara karena bersifat constitutif 
(putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru). 
Karena putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu 
prestasi maka tidak dapat dilaksanakan eksekusinya tanpa pengajuan 
permohonan eksekusi dari termohon (mantan isteri). Namun disisi 
lain pengajuan gugatan eksekusi dirasa akan memberatkan pihak 
termohon (mantan isteri) karena harus menyebutkan rincian harta 
mantan suami secara jelas yang akan diajukan gugatannya dalam 
rangka mendapatkan nafkah pasca cerai agar tidak terjadi cacat 
formil dalam permohonan eksekusi.16 
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 
tersebut akhirnya menjadi sia-sia (illusoir) apabila tidak dilaksanakan 
secara suka rela oleh mantan suami. Aspek kepastian hukum dan 
kemanfaatan hukum menjadi lemah manakala putusan hakim yang 
salah satu tugasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan serta 
                                                                
14Ahmad Ali, Wiwie Heryani,  Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, 
(Jakarta: Kencana, 2012), 137-138. 
15 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
16 Muhammad Syafi’, Wawancara, Jombang, 29 Maret 2017. 
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membuat hukum yang standar menjadi tidak bermanfaat bagi 
mantan isteri dan anak-anaknya apabila isi putusan tidak dapat 
dipaksakan pelaksanaannya. Aspek keadilan hukum tidak bisa 
dirasakan mantan isteri yang hak-haknya tidak terpenuhi dengan 
baik.17 
Hakim sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan 
proses penegakan hukum berkaitan erat dengan proses pelaksanaan 
putusan (eksekusi). Pengetahuan dan wawasan yang luas yang harus 
dimiliki hakim menjadi dasar mengapa penulis memilih hakim 
sebagai objek penelitian. Kedudukannya sebagai lembaga eksekutif 
yakni yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara 
menjadikan hakim sebagai sorotan utama dalam menyumbangkan 
pandangan-pandangannya mengenai efektifitas pelaksanaan 
putusan. Juga hakim sebagai pihak yang langsung berhadapan 
dengan pihak-pihak yang berperkara dan pihak yang memutuskan 
suatu perkara.  
Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan 
putusan Pengadilan Agama dengan judul “Analisis Yuridis Pandangan 
Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan 
Tuntutan Nafkah Pasca Cerai” 
Penelitian terdahulu seputar tema di atas misalnya dalam 
skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan 
Istri Akibat Cerai Talak” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang 
Tahun 2015). Penelitian ini memuat tentang pelaksanaan pemberian 
mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madiyah pada saat sidang pembacaan 
ikrar talak.18 penelitian yang berjudul “Pelaksanaan eksekusi nafkah 
iddah dan mut’ah” (Studi terhadap perkara No. 131/pdt.g/2005/PA.Smn) 
yang ditulis oleh Arif Dwi Prianto memuat tentang pertimbangan 
mantan isteri mengajukan gugatan rekonvensi pada Pengadilan 
                                                                
17 Muhammad Syafi’, Wawancara, Jombang, 29 Maret 2017. 
18 Siti Zulaekah, “Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat 
Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)” (Skripsi-
-UIN Walisongo Semarang, 2016). 
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Agama Sleman.19 Karya Tulis yang berjudul “Pelaksanaan putusan 
nafkah istri  pasca cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan” yang 
ditulis oleh Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi,  dan H. M. Latief 
Mahmud, mahasiswa-mahasiwa STAIN Pamekasan, Tahun 2013 
memuat tentang penyelesaian jika nafkah istri pasca putusan cerai 
talak tidak dilaksanakan oleh suami.20 Berikutnya adalah Tesis yang 
berjudul “Pelaksanaan putusan perceraian  atas nafkah istri dan anak dalam 
praktek  di Pengadilan Agama Semarang”  yang ditulis oleh Ani Sri 
Duriyati program studi Magister Kenotariatan Universitas  
Diponegoro Semarang, Tahun 2009. Karyanya memuat tentang 
pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di 
Pengadilan Agama Semarang.21 
Konsep Putusan dalam Hukum Positif 
Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi Peradilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam 
menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus 
menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah 
menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, 
dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam 
mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga 
hal yang sangat essensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan 
(zwachmatigheit), dan kepastian (rechtsecherheit). Ketiga hal ini harus 
mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun 
dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus 
berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan 
itu mengandung asas tersebut. Jangan sampai ada putusan hakim 
                                                                
19 Arif Dwi Prianto, “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah Dan Mut’ah (Studi 
terhadap perkara No. 131/pdt.g/2005/PA.Smn)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2009). 
20 Eka Susylawati, et al., “Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri  Pasca Cerai Talak 
Di Pengadilan Agama Pamekasan”, Karya Tulis STAIN Pamekasan, (2013). 
21 Ani Sri Duriyati, “Pelaksanaan Putusan Perceraian  Atas Nafkah Istri dan 
Anak dalam Praktek  di Pengadilan Agama Semarang” (Tesis--Universitas  
Diponegoro Semarang, 2009). 
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yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam 
kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.22 
 Selain asas yang harus dipenuhi dalam setiap putusan 
terdapat juga pilar penegakan hukum (Law Enfocement), Menurut 
Lawrence Meir Fridman dalam buku Legal System, penyelenggaraan 
kekuasaan di bidang hukum terdapat tiga yaitu23: 
1. Law Subtance (Subtansi Hukum) yaitu peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar diberlakukannya hukum. 
2. Law Structure (Struktur Hukum) yaitu aparat penegak hukum yang 
melaksanakan proses penegakan hukum. 
3. Legal Culture (Budaya Hukum) yaitu kesadaran masyarakat untuk 
melaksanakan hukum secara suka rela karena ketaatannya pada 
hukum. 
Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan 
kepadanya, hakim harus menyusun putusan dengan baik dan benar. 
Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, 
guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya hal ini sesuai dengan 
pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989.24 Putusan 
hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan 
pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal 
kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Putusan adalah hasil atau 
kesimpulan dari sesuatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan 
masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis atau lisan.25 
Dalam literatur lain dikemukakan bahwa putusan itu adalah suatu 
pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang 
untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk 
umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau 
sengketa antar pihak yang berperkara.26 
                                                                
22Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 173. 
23 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (The Legal System ; 
A Social Science Perspective), (Bandung: Nusa Media, 2009), 33. 
24 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
25 Andi Hamzah, Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court), 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1988), 485. 
26 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 
1988, 167-168. 
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 Dari kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa putusan 
adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang 
diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri 
suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum.27 
Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim 
dalam bentuk  tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan 
hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan 
penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua Pengadilan Agama, 
serta ditandatangani pula oleh panitera pengganti yang ikut sidang 
sesuai penetapan panitera, hal ini sejalan dengan pasal 62  Undang-
Undang No.7 Tahun 1989 yang bunyinya28: 
(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus 
memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus 
memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 
dijadikan dasar untuk mengadili. 
(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh 
Ketua dan Hakim-Hakim yang memutus serta Panitera 
yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu 
diucapkan. 
(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh 
Ketua dan Panitera yangbersidang. 
Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pembacaan 
putusan haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan 
dalam sidang pemeriksaan perkara. Dalam putusan yang bersifat 
perdata, pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 187 ayat 2 R.Bg mewajibkan 
para hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut 
dalam gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap 
sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana tersebut dalam pasal 178 
ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 3 R.Bg. Kecuali apabila hal-hal yang 
tidak dituntut itu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam pasal 41c Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan 
                                                                
27Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama ..., 
174. 
28Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 149 Kompilasi Hukum 
Islam.29 
  Pengadilan Agama memiliki andil dalam proses terpenuhinya 
hak-hak mantan isteri setelah putusnya perkawinan yang dituangkan 
dalam bentuk putusan seperti tercantum dalam pasal 136 ayat (2) 
Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat menentukan 
nafkah yang harus ditanggung oleh mantan suami, menentukan hal-
hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang 
menjadi hak bersama.30 
Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah semestinya tidak 
menyalahi asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata 
berfungsi sebagai suatu panduan bagi hakim dan pencari keadilan di 
dalam menyelesaikan perkara perdata oleh karena hukum acara 
perdata memberikan petunjuk atau jalan kepada hakim dan para 
pihak yang bersengketa perihal tata cara menyelesaikan perkara yang 
dihadapi melalui jalur hukum di pengadilan.31 Menyadari 
sepenuhnya bahwa hukum yang ada dan berlaku pada saat sekarang 
ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 
timbul di dalam masyarakat, maka undang-undang memberi 
kewenangan bagi hakim untuk berusaha menggali, mengikuti dan 
memahami hukum yang hidup dalam masyarakat, agar tidak terjadi 
kekosongan hukum.32 
Perkembangan dinamika masyarakat yang demikian pesat, 
sehingga hal tersebut tidak dapat diprediksi dan diantisipasi oleh 
pembuat undang-undang menjadi tidak lengkap. Hukum yang tidak 
pernah lengkap itulah, maka hakim melalui putusannnya 
bertanggung jawab untuk mengisi bagian-bagian yang kosong. 
Hukum adalah pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan secara 
wajar dengan menggunakan metode peenerapan tertentu. Hakim 
berkewajiban melakukan penemuan hukum.33 
                                                                
29 Kompilasi Hukum Islam. 
30 Ibid. 
31 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, (Jakarta: Kencana, 2014), 
10. 
32 Ibid., 16.  
33 Ibid., 16-17. 
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Dengan pemahaman bahwa hukum acara perdata 
mempertahankan hukum perdata materill dan sifat dari hukum acara 
perdata yang mengabdi pada hukum perdata materiil maka dengan 
sendirinya setiap perkembangan hukum perdara materiil seyogyanya 
selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.34  
Pada umumnya suatu prinsip atau asas hukum akan berubah 
mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan 
berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga 
terpengaruh oleh waktu dan tempat. Asas-asas hukum dapat saja 
timbul dari pandangan akan kepantasan pergaulan sosial yang 
kemudian diadopsi oleh pembuat undang-undang  sehingga menjadi 
aturan hukum, akan tetapi tidak semua asas hukum dapat 
dituangkan menjadi aturan hukum.35 
Ada beberapa asas hukum acara perdata yang sangat relevan, 
yaitu antara lain: 
1. Asas religiusitas putusan yang memuat irah-irah demi keadilan 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 
2. Asas peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya 
ringan.36  
3. Asas hakim pasif.37  
4. Asas ultra petitum partium (menjatuhkan putusan melebihi 
tuntutan).38  
5. Asas ex aequo et bono.39  
6. Asas tidak berpihak (imparsialitas).40  
7. Asas persidangan terbuka untuk umum.41 
8. Asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak).42 
9. Asas Kemerdekaan kekuasan kehakiman.43 
 
                                                                
34 Ibid., 19-20. 
35 Ibid., 24. 
36 Ibid., 30. 
37 Ibid. 
38 Ibid., 37. 
39 Ibid., 45. 
40 Ibid., 46-47. 
41 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata …, 48. 
42 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata …, 50.  
43 Ibid., 53. 
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Konsep Eksekusi dalam Hukum Positif 
Pelaksanaan keputusan hakim memiliki pengertian yang sama 
dengan “eksekusi”.44 Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan 
suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati 
secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Menurut Djazuli 
Bachar, eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang 
tujuannya tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi 
suatu prestasi yang dilakukan secara paksa. Usaha berupa tindakan-
tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak 
menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan 
eksekusi.45 
Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan 
Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak 
untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan 
hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan 
pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara 
sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk 
melaksanakannya.  
Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan 
yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan 
kekuatan eksekutorial pada putusan Pengadilan terletak pada 
putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa” yang tertuang dalam pasal 57 ayat (1) Undang-
Undang No.7 Tahun 1989.46 Disamping itu, putusan Pengadilan 
yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau 
yang mengandung amar condemnatoir. Menurut Prof D Sudikno 
Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi 
kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang 
tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Dalam perkara cerai 
talak yang mengandung amar constitutief pihak yang menang dapat 
memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut 
                                                                
44 A. Ridwan Halim, Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2006), 137. 
45 Whimbo Pitoyo, Strategi Jitu memerangi Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan, 
(Jakarta: Visimedia, 2011), 162. 
46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang No.7 Tahun 198947 untuk 
melaksanakan putusan tersebut secara paksa (eksecution force).48 
Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus 
dipegang oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut: 
1. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. 
Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah 
tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat 
pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan 
kasasi serta telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
sesuai dengan pasal 60 dan 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai 
kekuatan hukum mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan 
ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau 
mendapat hak dari mereka. 
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela 
3. Putusan mengandung amar constitutief 
4. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan 
Dalam hal melakukan eksekusi putusan, Pengadilan mengadili 
sesuai dengan amar putusan dengan seimbang, hal ini sesuai dengan 
pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang berbunyi, “(1) Pengadilan mengadili menurut 
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.  (2) Pengadilan 
membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”49 
Mengenai biaya perkara dalam bidang perkawinan biaya 
dibebankan kepada penggugat atau pemohon seperti tertuang dalam 
pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.50 Dalam pasal 90 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan rincian biaya yang 
menjadi kewajiban pemohon yang berbunyi51: 
                                                                
47 Ibid. 
48Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,2000), 187.  
49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
50 Ibid. 
51 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang 
Peradilan Agama. 
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90.  (1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, 
meliputi: 
a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang 
diperlukan untuk perkara tersebut; 
b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan 
biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam 
perkara tersebut; 
c. biaya yang diperlukan untuk melakukan 
pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain 
yang diperlukan pengadilan dalam perkara 
tersebut; dan  
d.  biaya pemanggilan, pemberitahuan, 
(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.  
  
Dalam pasal 196 HIR juga dijelaskan tindakan lanjut yang 
dapat dilakukan oleh tergugat jika isi putusan tidak dilaksanakan 
secara sukarela oleh hakim yang berbunyi, 
(1) Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk secara 
sukarela melaksanakan isi putusan, maka pihak yang 
dinyatakan menang mengajukan permohonan secara lisan 
atau tertulis kepada Ketua Pengadilan seperti tersebut 
dalam ayat (1) pasal yang lalu agar putusan itu dijalankan. 
(2) Ketua menyuruh memanggil pihak yang kalah itu untuk 
datang menghadap kepadanya dan memberikan teguran 
agar ia dalam tenggang waktu yang ditentukan. 
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo Periode 
2011-2016. 
Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir angka perceraian di 
Pengadilan Agama Sukoharjo terbilang tinggi. Pada tahun 2011 
jumlah perceraian yang telah diputus mencapai  1199 perkara 
dengan kasus cerai talak 387 dan kasus cerai gugat 812. Pada tahun 
2012 mencapai 1265 perkara dengan kasus cerai talak 448 dan kasus 
cerai gugat 817. Pada  tahun 2013 mencapai 1324 perkara dengan 
kasus cerai talak 419 dan cerai gugat 905 kasus. Lalu meningkat 
tajam pada tahun 2014 yaitu sebanyak 1521 perkara, kasus cerai talak 
473 kasus dan cerai gugat 1048 kasus. Turun pada tahun 2015 
dengan 1371 perkara, kasus cerai talak 427 kasus dan cerai gugat 944 
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kasus. Dan terakhir pada tahun 2016 angka perceraian turun kembali 
yakni menjadi 766 perkara, kasus cerai talak 244 dan cerai gugat 519. 
Angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo mengalami 
fluktuasi dengan meningkatnya angka perceraian secara terus 
menerus dari tahun 2011 hingga tahun 2014, puncaknya pada tahun 
2014 yakni sebesar 1521 perkara, namun menurun pada tahun 2015 
hingga 2016.52 
Kewenangan Hakim bersifat absolut dalam menetapkan 
sebuah putusan, terutama dalam hal memberikan nafkah yang 
diminta oleh seorang istri dari suami sebagai syarat untuk bercerai. 
Putusan dari pengadilan sudah sangat efektif dalam hal pemenuhan 
tuntutan nafkah dari mantan isteri. Namun yang membuat putusan 
menjadi tidak efektif tidak lain adalah dari mantan suami suami itu 
sendiri. Mantan suami sengaja menunda pembayaran nafkah dan 
menganggap bahwa ikrar talak merupakan syarat mutlak untuk ia 
menunaikan kewajibannya (beralasan akan membayarkan nafkah 
pasca cerai setelah ikrar talak dibacakan). Padahal dengan anggapan 
yang seperti itu dapat menjadi celah kecurangan yang dilakukan 
mantan suami untuk kabur dari tanggung jawabnya setelah ikrar 
talak dibacakan. 
Dari data kasus perceraian yang terjadi dalam kurun waktu 6 
tahun terakhir di Pengadilan Sukoharjo periode 2011-2016, cerai 
talak memiliki jumlah kasus yang lebih sedikit dari kasus cerai gugat. 
Menurut juru sita, nafkah pasca cerai yang dituntut mantan isteri 
presentase eksekusinya terbilang kecil yakni 28,75 %. Hal tersebut 
bukan karena mantan suami telah menunaikan kewajibannya dalam 
pemenuhan nafkah pasca cerai, melainkan karena mantan isteri 
enggan mengajukan gugatan eksekusi terhadap mantan suami yang 
ingkar dalam pelaksanaan isi putusan berupa nafkah pasca cerai 
tersebut. Lebih dari 65% mantan isteri menganggap biaya perkara 
yang akan ditanggung ketika mengajukan gugatan eksekusi tidak 
sebanding dengan nilai nafkah yang akan didapatkan.53 




diakses pada 28 September 2017.  
53 Data eksekusi nafkah pasca cerai dari juru sita Pengadilan Agama Sukoharjo. 
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Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo 
dalam Memerintahkan Pemberian Nafkah Pasca Cerai 
Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Sukoharjo 
Bapak Drs. Ali Widodo bahwa pemberian nafkah iddah diberikan 
setelah penyaksian ikrar talak yang dilakukan oleh suami karena pada 
dasarnya masa iddah jatuh setelah suami menjatuhkan talak kepada 
istrinya. Pada perkara cerai talak yang menjadi putusan berkekuatan 
hukum tetap adalah setelah suami membacakan ikrar talak. 
Sedangkan mut’ah adalah pemberian suami kepada mantan istri yang 
sudah dijatuhi talak baik berupa uang atau benda.54  
Bapak Widodo juga mengatakan bahwa beliau sering 
memerintahkan kepada pihak suami agar melakukan pemberian 
nafkah mantan istri sebelum suami membacakan ikrar talak karena 
banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sukoharjo dan 
sebagai bentuk kebijakan hakim untuk melindungi hak-hak mantan 
istri. Pemberian tersebut tidak mempunyai dasar hukum hanya saja 
pemberian tersebut dilakukan karena merasa kasihan kepada pihak 
termohon yang pada umumnya dirugikan oleh pihak pemohon.55 
Hakim lainnya Bapak Drs. H. Muhammad Syafi, SH. MH,  
juga mengatakan bahwa pemaksimalan pelaksanaan putusan sudah 
dilakukan hakim sejak proses sidang dengan memberi masukan 
kepada mantan suami akan resiko hukum yang akan ditanggung 
apabila putusan tidak dilaksanakan secara suka rela. Terlebih resiko 
yang akan dirasakan mantan isterinya. Kebijakan tersebut dilakukan 
sebagai langkah untuk menegakkan hukum dan memperjuangkan 
hak istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Selain menegakkan 
hukum dan memperjuangkan hak istri, perintah pemberian nafkah 
yang dilakukan sebelum dibacakan ikrar talak adalah mengambil 
dasar hukum dari asas hukum acara peradilan agama bahwa 
peradilan dilakukan demi keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah 
memperjuangkan rasa keadilan kepada mantan istri untuk 
mendapatkan hak-haknya dimana nafkah yang diterima tidak 
sebanding dengan biaya eksekusi.56 
                                                                
54 Ali Widodo, Wawancara, Sukoharjo, 14 Juni 2017. 
55 Ibid. 
56 Muhammad Syafi, Wawancara, Sukoharjo, 14 Juni 2017. 
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Dengan diwajibkannya pembayaran nafkah pasca cerai oleh 
mantan suami kepada mantan isteri, hakim berpendapat bahwa hal 
tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi mantan isteri dan 
anak-anaknya. Hakim telah berusaha semampunya untuk selalu 
mengingatkan mantan suami dalam proses pelaksanaan putusan. 
Namun demikian, hakimpun tidak berwenang melampaui Undang-
Undang Hukum Acara Perdata yang menyatakan wajibnya 
pengajuan permohonan eksekusi oleh mantan isteri dalam hal 
menuntut pembayaran nafkah pasca cerai. Hal ini sehubungan 
dengan sifat pribadi dalam hukum perdata yang tidak bisa 
dipaksakan eksekusinya secara langsung karena tidak menyangkut 
keadaan yang lebih kompleks seperti kerugian yang timbul dalam 
perkara pidana.  
Putusan pada perkara perdata yang tidak dilaksanakan masih 
bisa diakomodir dengan pengajuan eksekusi. Karena kepentingan 
yang ada pada amar putusan benar-benar merupakan kepentingan 
untuk mantan itu sendiri yang tidak menyangkut dengan 
kepentingan negara. Jika tidak dilaksanakan putusan dan tidak juga 
diajukan permohonan eksekusinya, maka pengadilan pun 
menganggap urusan tersebut sudah selesai, dengan alasan mungkin 
saja isteri sudah mampu dan tidak membutuhkan nafkah pasca cerai 
lagi. Jadi putusan nafkah pasca cerai sangatlah perlu kerjasama yang 
seimbang antara mantan isteri dengan Pengadilan Agama. 
Menurut Pak Syafi’ pula tidak adanya pengawalan dari 
pengadilan dalam proses  pelaksanaan putusan dilatarbelakangi oleh 
ketentuan Hukum Acara Perdata yakni hakim tidak boleh melebihi 
kewenangannya terlebih yang tidak diatur dalam Hukum Acara 
Perdata. Dan sudah sangat jelas sekali, solusi yang harus dilakukan 
atas ingkarnya mantan suami adalah dengan mengajukan 
permohonan eksekusi.57 Solusi pasti dari hakim selain menasehati 
mantan suami agar mau melaksanakan putusan secara sukarela 
adalah dengan  menganjurkan mantan suami agar memberikan 
nafkah tersebut sebelum ikrar talak dibacakan didepan sidang ikrar 
talak, hal inilah yang dikemukakan oleh Pak Widodo. Demi 
melindungi hak-hak mantan isteri dalam pemenuhan nafkah pasca 
                                                                
57 Ibid. 
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cerai dirasa oleh hakim hal ini sudah bisa memaksimalkan 
pelaksanaan putusan. Dengan tidak tinggal diamnya hakim dan 
selalu ikut andil dalam terlaksananya putusan.58  
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap 
Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai. 
Pada sub bab ini akan dipaparkan pandangan hakim 
Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai seberapa efektifkah suatu 
putusan dilaksanakan oleh pemohon (mantan suami) dalam kasus 
cerai talak. Penulis lebih menekankan pada pandangan hakimnya 
tentang sejauh mana putusan nafkah pasca cerai efektif  
dilaksanakan, karena itu penulis tidak mencantumkan putusan 
putusan yang berkaitan dan langsung menuju pokok bahasan yakni 
pandangan hakimnya. 
Dalam setiap putusan perceraian pasti mengandung beberapa 
akibat hukum salah satunya adalah status perkawinan, harta bersama 
maupun nafkah bagi pemohon (mantan suami) yakni nafkah dalam 
masa iddah, nafkah madiyah/terhutang (nafkah yang tidak dibayarkan 
saat masih dalam ikatan perkawinan), nafkah anak serta mut’ah 
(pemberian sebagai hadiah) akan tetapi karena kelengahan maupun 
ketidaktahuan dari mantan istri sehingga ia melupakan hak-hak yang 
semestinya didapatkan. Dari kenyataan tersebut lalu timbul 
pertanyaan, apakah aturan hukum tidak efektif atau pelaksana 
hukum yang harus lebih berperan mengefektifkan hukum itu? 
Menurut Pak Syafik, pelaksanaan hukum yang tidak efektif 
sangat dipengaruhi oleh pihak berperkara yang dihukum, apakah 
mau melaksanakan putusan tersebut secara suka rela atau tidak. Jika 
pemohon (mantan suami) tidak mau melaksanakan putusan secara 
sukarela, maka termohon (mantan isteri) harus mengajukan 
permohonan eksekusi dan akan membutuhkan biaya relatif banyak. 
Jika tidak ada niat dari diri pihak berperkara (pemohon) untuk 
melaksanakan putusan dan tidak adanya pengajuan eksekusi dari 
mantan isteri, hakim tidak bisa berbuat banyak. Karena selain 
kesadaran hukum dari pemohon, termohon juga berperan besar 
dalam mengefektifkan putusan tersebut dengan pengajuan eksekusi. 
Putusan tuntutan nafkah pasca cerai yang tidak diajukan 
                                                                
58 Ali Widodo, Wawancara, Sukoharjo, 14 Juni 2017. 
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permohonan eksekusinya menyebabkan putusan tersebut tidak bisa 
dilaksanakan. Kelancaran pelaksanaan putusan tergantung pada 
pihak yang berperkara, baik pemohon maupun termohon.59 
Pendapat selanjutnya dari hakim Pak Widodo, selain 
kesadaran yang kurang dari pihak pemohon, termohon juga menjadi 
faktor terpenting dari terlaksananya putusan. Putusan menjadi sia-
sia jika termohon pasrah dan tidak mengajukan permohonan 
eksekusi atas tidak dilaksanakannya isi putusan. Pengadilan tidak 
bisa berbuat apa-apa tanpa adanya pengajuan permohonan eksekusi. 
Faktor lain penyebab putusan nafkah pasca cerai menjadi tidak 
efektif dalam pelaksanaannya  menurut Pak Widodo yaitu beban 
yang dirasa terlalu berat oleh pihak yang dibebani nafkah 
(pemohon/mantan suami) dan pemohon merasa tidak mampu 
memenuhi jumlah nafkah yang dibebankan. Walaupun hakim 
sendiri merasa beban nafkah yang harus dibayarkan sudah pantas, 
namun pihak mantan suami sendiri yang merasa keberatan.60 Hakim 
ketiga, Pak Hasyim menyatakan dari tidak efektifnya putusan 
tersebut sudah seharusnya diperbaiki dengan melihat pertimbangan-
pertimbangan hakim yakni61: 
1. Penghasilan mantan suami perbulan. Seharusnya hakim 
menyesuaikan dengan penghasilan suami perbulannya. Jadi  
hakim tidak serta merta menentukan sesuai dengan tuntutan 
pihak isteri. 
2. Lamanya usia perkawinan. Hal ini juga menjadi acuan hakim 
dalam menentukan misal kadar mut’ah. Semakin lama usia 
perkawinan pasangan suami isteri maka besar kemungkinan akan 
semakin besar pula kadar mut’ah yang wajib diberikan suami 
kepada mantan isterinya. 
3. Kesepakatan kedua belah pihak. Apabila sudah tercapai 
kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka hakim harus 
memutuskan besar tuntutan nafkah sesuai dengan kesepakatan 
kedua belah pihak tersebut.  
Menurut Pak Syafik pemaksimalan pelaksanaan putusan 
sudah dilakukan hakim sejak proses sidang dengan memberi 
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masukan kepada mantan suami akan resiko hukum yang akan 
ditanggung apabila putusan tidak dilaksanakan secara suka rela. 
Terlebih resiko yang akan dirasakan mantan isterinya.62 Hal ini 
sejalan dengan pendapat Pak Widodo bahwa hakim telah berupaya 
menasehati mantan suami saat masih proses sidang perkara bukan 
hanya saat sidang ikrar talak. Hakim senantiasa memberi motivasi 
dan mendorong pemohon agar terketuk hatinya dan bersedia 
melaksanakan putusan secara sukarela tanpa harus ada pengajuan 
eksekusi dari pihak mantan isteri.63 
Menurut Pak Widodo untuk menghindari kerugian mantan 
isteri akibat tidak dibayarkannya nafkah pasca cerai, putusan dapat 
segera dilaksanakan setelah pembacaan ikrar talak oleh mantan 
suami. Namun hal ini malah menjadi celah mantan suami agar tidak 
hadir dalam sidang ikrar talak disebabkan pada saat diadakannya 
sidang mantan suami tidak mempunyai sejumlah uang yang harus 
dibayarkan.64 
Dari tidak dilaksanakannya putusan tersebut sayangnya tidak 
ada undang-undang yang mengatur sanksinya. Pak Syafi’ 
berpendapat hal ini didasari karena putusan tersebut hasil dari 
sengketa perkara perdata, ada mekanisme apabila putusan tidak 
dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah, sebagaimana 
yang diatur dalam Hukum Acara, yaitu mengajukan permohonan 
sita dan eksekusi atas harta benda milik mantan suami/Tergugat 
Rekonvensi. Hal ini dikarenakan Hukum Acara Perdata 
hakim/peradilan bersifat pasif. Jika ingin aturan hukumnya tentang 
wajibnya melakukan pengajuan permohonan eksekusi hendak 
dirubah dengan aturan yang memiliki dampak eksekutorial, maka 
undang-undang tentang hukum acaranya harus diubah dulu dengan 
undang-undang yang baru. Hukum yang timbul dari putusan 
perceraian merupakan hukum privat sehingga negara bersifat pasif 
karena menyangkut urusan pribadi dengan pribadi. Berbeda dengan 
hukum pidana/hukum publik, negara bersifat aktif/dwingen karena 
untuk menjaga keamanan suatu negara, sedangkan hukum 
privat/perdata negara bersifat mengatur tatanan yang ada/regelen. 
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Jadi terletak pada hukum acaranya. Peraturan memang bisa dirubah, 
namun harus melewati proses legislasi nasional dengan membuat 
RUU baru untuk disahkan menjadi UU. 
Sejalan dengan pendapat hakim Pak Widodo bahwa jika 
hakim tidak menjalankan undang-undang hukum acara (RBg untuk 
luar jawa dan HIR untuk jawa madura), maka hakim tersebut 
menjadi tidak cakap dan melanggar kode etik profesi hakim, hal ini 
merupakan pelanggaran berat yang dilakukan hakim. Jadi segala 
proses yang ada di Pengadilan Agama pastinya sudah melalui relnya, 
yakni sesuai kaedah yang ada dan tidak boleh membuat aturan 
baru.65 
Menurut Pak Widodo dalam membuat putusan, hakim 
memiliki banyak pertimbangan yang pastinya dilihat dari segala 
aspek seperti berapa nafkah terhutang yang harus dibayarkan 
pemohon/mantan suami atas nafkah yang tidak dibayarkan selama 
masih dalam ikatan perkawinan, jumlah kebutuhan yang layak untuk 
mantan isteri. Mut’ah pun demikian, dilihat dari beberapa aspek 
seperti dari segi pengorbanan isteri sudah berapa lama menikah, ada 
berapa anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut, dan 
disesuaikan pula dengan kemampuan ekonomi mantan suami. 66 
Selain ketidaksadaran hukum dari mantan suami untuk 
membayarkan kewajibannya, kendala lain yang menyebabkan tidak 
efektifnya pelaksanaan putusan karena mantan isteri enggan 
mengajukan permohonan eksekusi. Menurut Pak Widodo hal ini 
disebabkan mantan isteri merasa beban biaya pengajuan eksekusi 
tidak sebanding dengan nilai nafkah yang dituntut. Lalu untuk 
melindungi hak mantan isteri yang tidak seberapa tersebut hakim 
secara intens menasehati mantan suami agar mau melaksanakan 
putusan secara sukarela dan hendaknya membayarkan nafkah 
sebelum pembacaan ikrar talak.67  
Terkait dengan biaya yang tidak sebanding dalam pengajuan 
eksekusi penulis tertarik untuk menanyakan apakah ada prodeo 
untuk pengajuan permohonan eksekusi? Pak Widodo menuturkan 
bahwa tidak ada prodeo (pembebasan biaya/gratis) dalam pengajuan 
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eksekusi, karena hal ini terkait dengan banyaknya pembiayaan diluar 
eksekusi yang sejatinya menjadi tanggungan termohon yang 
mengajukan gugatan rekonvensi tersebut. Biaya eksekusi tersebut 
meliputi biaya untuk pelaksanaan lelang yang berhubungan dengan 
badan lelang, biaya keamanan yaitu biaya kepolisian, dan biaya 
membayar kuli-kuli. Biaya eksekusi yang harus dibayarkan sebagian 
besar merupakan biaya operasional diluar biaya eksekusi itu sendiri, 
Pengadilan hanya menerima sedikit biaya yang masuk. 
Dalam perkara cerai talak terdapat sedikit perbedaan dengan 
perkara cerai gugat, yaitu adanya sidang penyaksian ikrar talak bagi 
pihak pemohon (suami), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
yang berbunyi, “Seorang suami yang beragama Islam yang akan 
menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan 
untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.” 
Dalam prakteknya, ketika Hakim Pengadilan Agama 
menggelar sidang penyaksian ikrar talak untuk memberi kesempatan 
kepada pemohon mengikrarkan talaknya kepada termohon. 
Sebagaimana isi amar putusan, termohon yang menyatakan dirinya 
siap untuk menerima talak dari pemohon. Segera pula pemohon 
menyerahkan semua yang menjadi hak termohon sebagaimana 
dinyatakan dalam amar putusan yaitu pemberian nafkah pasca cerai. 
Dan tidak jarang hakim memerintahkan supaya pihak suami 
memberikan terlebih dahulu hak-hak istrinya sebelum suami 
membacakan ikrar talak guna melindungi hak-hak mantan isteri.  
Menurut pendapat Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo 
baik Pak Widodo maupun Pak Syafik penganjuran pemberian 
nafkah pasca cerai sebelum ikrar talak dibacakan demi melindungi 
hak-hak mantan isteri.  Kebijakan tersebut yang dilakukan oleh 
Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo akibat belum dipenuhinya 
kewajiban nafkah istri, tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun 
dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh hakim 
tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini dilakukan 
semata-mata karena bentuk ijtihad hakim sendiri dalam upaya 
memperjuangkan hak-hak istri berupa mut’ah, nafkah iddah, nafkah 
mad}iyah  dan nafkah anak. Sebab pada dasarnya seorang hakim 
harus membantu para pihak yang mempunyai masalah karena dalam 
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perkara perdata. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan 
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan 
hambatan, untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat 
dan biaya ringan sesuai dengan pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Kebijakan hakim tidak bertentangan dengan aturan 
perundang-undangan di Indonesia yang menganut aliran 
Rechtvinding, yang berarti bahwa hakim dalam memutuskan sesuatu 
disamping berpegangan pada Undang-undang juga pada hukum lain 
yang berlaku di masyarakat. Aliran ini berpandangan bahwa: 
1. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan 
yang timbul, sebab Undang-undang tidak terperinci (detail) 
melainkan hanya memberikan algemeene rehhtlijnen (pedoman 
umum)saja. 
2. Undang-undang tidak dapat sempurna 
3. Undang-undang tidak lengkap dan tidak dapat mencakup segala 
hal yang selalu ada serta bersifat leemten (kekosongan dalam 
undang-undang). 
Secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya 
pembayaran nafkah mantan istri secara tunai. Apabila suami yang 
tidak mau membayar secara keseluruhan kewajiban memberi 
nafkahnya, kemudian ia meminta keringanan kepada pihak 
Pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini 
diperbolehkan sebab pertimbangan lain karena nafkah biasanya 
dibayar secara berkala untuk jangka waktu tertentu. 
Faktor ekonomi pihak suami berpengaruh dalam 
terlaksananya pembayaran kewajiban nafkah pasca cerai\. Apabila 
mantan suami mempunyai penghasilan yang cukup, maka 
pembayaran nafkah pasca cerai dapat berjalan dengan lancar. 
Sebaliknya apabila mantan suami berpenghasilan sedikit, 
pembayaran kewajiban nafkah pasca cerai sulit untuk dilaksanakan, 
terutama jika mantan suami nmempunyai calon isteri lagi. 
Jika melihat pada suami yang tidak bisa membayar nafkah 
pasca cerai secara keseluruhan, kemudian sudah habis jangka waktu 
yang sudah diberikan dan ia tetap tidak dapat melunasi nafkah 
tersebut, maka solusinya yang dapat diambil adalah hakim akan 
melakukan pendekatan secara persuasif dengan pihak pemohon apa 
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pekerjaannya dan berapa penghasilannya, apabila mantan suami 
masih belum sanggup membayar dengan alasan tidak mempunyai 
uang, maka hakim akan menanyakan keridhaan istri. Apabila istri 
tidak ridha karena suami tidak bisa membayar nafkah pasca cerai 
maka hakim akan melanjutkan sidang penyaksian ikrar talak, meski 
tidak semua hakim melakukan hal tersebut. 
Menurut penulis, pertimbangan lain dari kebijakan majelis 
hakim dalam memerintahkan suami dalam membayarkan nafkah 
kepada mantan istri sebelum ikrar talak merupakan suatu ijtihad. 
Dinamakan ijtihad karena majelis hakim harus berfikir untuk 
menentukan hukum tersendiri karena tidak adanya ketentuan 
hukum yang mengatur tentang sanksi bagi suami yang tidak mau 
membayarkan nafkah setelah putusnya suatu perkawinan. Sebab, 
jika hanya mengikuti aturan undang-undang yang ada bahwa nafkah 
harus diberikan setelah ikrar talak, maka banyak hak-hak istri yang 
tidak terpenuhi serta banyak istri dan anak-anaknya yang terlantar 
apabila istri tidak mempunyai penghasilan. Jadi, kebijakan Majelis 
Hakim dalam memerintahkan suami membayarkan nafkah sebelum 
ikrar talak adalah untuk menjamin hak-hak mantan istri yang telah 
diceraikan oleh suami. 
Meskipun sedikit memberatkan pihak suami dalam menunda 
pembacaan ikrar talak, kebijakan Majelis Hakim dalam 
memerintahkan suami membayarkan nafkah sebelum ikrar talak 
secara otomatis akan membantu kehidupan istri dan anaknya di 
kehidupan yang akan datang. Ijtihad ini dengan cara menyandarkan 
pada perbandingan alasan dan kemudian memilih mana yang paling 
baik.  
Meskipun demikian, kebijakan yang dilakukan oleh 
Pengadilan Agama Sukoharjo untuk terlaksananya pembayaran 
nafkah  pasca  cerai  dianggap sudah efektif. Sebab masih jarang 
mantan istri yang mengajukan permohonan eksekusi untuk 
memdapatkan hak-haknya berupa nafkah  pasca  cerai  yang belum 
dibayarkan oleh pihak pemohon dalam hal ini adalah mantan suami. 
Tetaplah keefektifan tersebut hanya dalam lingkup penganjuran 
hakim terhadap mantan suami, namun tidak menutup kemungkinan 
mantan suami yang dari awal tidak ada itikad baik lebih memilih 
tidak datang saat pembacaan sidang ikrar talak, agar tidak 
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membayarkan nafkah pasca cerai dengan berbagai alasan yang ia 
punya.  
Kendala lain selain dari pihak mantan suami adalah dari pihak 
mantan isteri, terutama adalah mengenai biaya yang harus 
dibayarkan saat  mengajukan permohonan eksekusi. Biaya yang tidak 
sebanding dengan nafkah yang dituntut membuat mantan isteri 
enggan mengajukan eksekusi. Padahal hal ini berdampak pada 
pelaksanaan putusan. Seperti disebutkan dalam wawancara, hakim 
mengatakan putusan hanya bisa dieksekusi jika ada pengajuaan 
eksekusi dari pihak mantan suami sesuai yang diatur dalam Hukum 
Acara Perdata.  
Penutup 
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang sudah 
penulis jabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa: Hakim 
Pengadilan Agama Sukoharjo mengemukakan efektifnya putusan 
sangat ditentukan oleh banyak aspek. Bisa berasal dari mantan suami 
atau mantan isteri. Kesadaran hukum dari mantan suami dalam 
pemenuhan isi putusan yaitu membayar nafkah pasca cerai 
merupakan hal penting yang harus dilakukan. Dalam kenyataannya 
tidak semua mantan suami memiliki itikad baik dengan segera 
membayarkan nafkah pasca cerai setelah dibacakannya ikrar talak 
didepan muka pengadilan saat sidang ikrar talak. Dengan demikian 
inisiatif dari mantan isteri untuk mengajukan permohonan eksekusi 
sangat diperlukan. Namun dari pengajuan permohonan eksekusi 
tersebut sudah pasti berdampak pada mantan isteri sebagai 
penggugat eksekusi, yakni harus membayarkan biaya eksekusi. Biaya 
eksekusi yang dirasa tidak sesuai dengan jumlah nafkah pasca cerai 
yang diperoleh membuat mantan isteri dilema dan enggan 
mengajukan permohonan eksekusi. Tentu hal ini merugikan pihak 
mantan isteri. Dari situlah hakim memberikan solusi dengan 
mengharuskan mantan suami membayarkan nafkah pasca cerai 
terlebih dahulu sebelum dibacakan ikrar talak. Hal tersebut 
merupakan inisiatif dari hakim untuk melindungi hak-hak mantan 
isteri. Meski tidak diatur dalam peraturan ataupun undang-undang, 
solusi dari hakim sama sekali tidak bertentangan dengan asas hukum 
acara perdata. Sudah menjadi kewajiban hakim untuk berusaha 
mencari jalan keluar dari masalah yang ada. Jadi ijtihad hakim 
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tersebut selayaknya menjadi titik temu terwujudnya kefektifitasan 
pelaksanaan putusan yang dapat diterapkan dalam pemenuhan hak-
hak mantan isteri serta merupakan wujud usaha hakim dalam 
mengisi kekosongan hukum pada undang-undang yang tidak akan 
pernah lengkap, sempurna, sebab Undang-undang tidak terperinci 
(detail) melainkan hanya memberikan algemeene rehhtlijnen (pedoman 
umum)saja. 
Dalam menegakkan hukum (melaksanakan putusan/hukum) 
unsur yang paling diutamakan adalah unsur kepastian hukum, 
karena penegakan hukum (Law Enforcement) dalam hal ini 
pelaksanaan putusan lebih dilihat dari aspek kepastian hukumnya, 
maka dari itu solusi pembebanan pembayaran nafkah sebelum 
dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian hukum 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang 
dulunya Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Lalu, 
kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri 
tercantum dalam pasal 41 ayat c Undang-Undang no 1 tahun 1974  
tentang perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan 
kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau 
menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”. Dari pasal ini dapat 
diketahui bahwa Pengadilan mempunyai andil dalam mewajibkan 
mantan suami memberikan nafkah pasca cerai. Dan juga peran aktif 
hakim sangat dibutuhkan, dalam hal ini seperti yang dilakukan hakim 
Pengadilan Agama Sukoharjo yang menerapkan solusi tersebut 
menjadikan Isi putusan menjadi tidak sia-sia dan bahkan dapat 
meminimalisir angka perceraian dengan pembebanan pembayaran 
nafkah pasca cerai sebelum pembacaan ikrar talak. Jadi, hukum 
positif membenarkan apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan 
Agama Sukoharjo. 
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